BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Dewasa ini wacana mengenai reformas birokrass semakin
berkembang. Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern
ini masyarakat dengan cepat dapat mendapatkan informasi tentang birokrasi.
Di Indonesia sendiri Pemerintah sedang gencarnya mereformasi birokrasi
yang selama ini identik dengan sesuatu yang bertele — tele. Dengan
menggunakan konsep Good Governance diharapkan dapat merubah

pemerintahan menjadi lebih baik.

Pemerintah kota Surabaya juga turut serta dalam memperbaiki
pemerintahannya yaitu dengan menerapkan konsep Good Governance
padapemerintahannya yang diharapkan mampu meminimalisir pekerjaan,
menghemat waktu dan biaya kemudian mengubah pola pikir masyarakat
yang selama ini berpikiran bahwa birokras identik dengan sesuatu yang
bertele — tele. Pemerintah kota Surabaya dalam pemerintahannya mencoba
menciptakan terobosan — terobosan baru untuk mempercepat Surabaya

menuju Good Governance.

Good governance sendiri diartikan sebagai suatu proses tata kelola
pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholder terhadap berbagai

kegiatan perekonomian, sosia politik dan pemanfaatan beragam sumber
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daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan
rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas. keadilan, pemerataan,

persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.*
A. Praktik Kinerja Birokrat Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di
bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan
merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau
Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagal
Pegawai Negeri Sipil .2

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat desa.
Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih
terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya

menjadi kelurahan.

Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya sendiri adalah salah
satu dari sekian banyak kelurahan yang ada di kota Surabaya. Teletak di
jalan raya demak dan dapat dikatakan strategis keberadaanya. Kelurahan
Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya ini memiliki berbagai pelayanan yang
dapat di akses oleh masyarakatnya. Mulai dari pengurusan administrasi
kependudukan, pengurusan surat keterangan miskin untuk warga yang tidak
mampu sampal surat pengantar untuk urusan seperti menikah dan masih

banyak lagi pelayanan yang dapat diberikan di kantor Kelurahan Jepara

'Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa
Depan (Bandung : Refika Aditama, 2010), 270.
2 “pengertian Kelurahan”, https://id.m.wikipedia.org (di akses pada 30 januari 2016)
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Kecamatan Bubutan Surabaya. Banyaknya pelayanan yang diberikan
membuat para petugas harus bekerja dengan keras dan penuh tanggung

jawab dalam hal melayani masyarakatnya.

Seperti yang dikatakan di awal bahwa kota Surabaya menciptakan
berbagai terobosan baru untuk mempercepat Surabaya menuju Good
Governance. Hal itu ditunjukkan dengan terciptanya e-Kios yang
mengandalkan internet pada zaman yang serba modern ini untuk melakukan
pengurusan administrasi kependudukan. Tujuannya tidak lain adalah untuk

mempercepat pekerjaan dan menghemat waktu serta biaya.

Sgak diluncurkannya e-Kios pada akhir 2014 lalu para petugas
Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya sangat merasa terbantu
sekali pekerjaannya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu petugas
Kelurahan dari hasil wawancara dengan Ibu Tatik Herawati selaku Kepala

Seksi Pemerintahan;

“e-Kios itu sangat membantu sekali mbak. Dengan adanya e-Kios
pekerjaan jadi cepat selesal. Masyarakat juga tidak perlu jauh — jauh
datang ke dispenduk untuk mengurus administrasi kependudukan.
Sekarang bisa langsung di akses lewat e-Kios yang ada di Kelurahan
Jepara Kecamatan Bubutan ini.”

Dengan adanya e-Kios yang mempunyai tiga menu pilihan untuk
pengurusan administrasi  kependudukan yaitu e-Lampid, e-Healthdan

SSW(Surabaya Single Window) diharapkan mampu membawa Surabaya

*Tatik Herawati, Wawancara, Kelurahan Jepara K ecamatan Bubutan Surabaya, Tanggal 10 Mei
2016 Pukul 10.00 WIB
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menuju pemerintahan yang baik atau yang sering dikena dengan Good

Governance.

Meskipun e-Kios membawa manfaat yang banyak bagi para
petugas dan juga masyarakat, hal ini tidak serta merta membuat e-Kios
tidak memiliki kekurangan sama sekali. e-Kios yang mengandakan
internet pada pelayanannya membuat pengguna harus lebih sabar ketika
jaringan internet tiba — tiba terputus. Kemudian layar touchscreen yang
tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal — hal seperti ini yang ditakutkan
ketika ada masyarakat yang sedang mengurus. Karena dalam penelitian

yang dilakukan kendala seperti itu kerap terjadi.

Dengan adanya kelemahan seperti itu yang akan membuat antrian
lebih panjang dan lama. Belum lagi setiap kelurahan yang ada di Surabaya
hanya memiliki satu e-Kios. Sehingga masyarakat harus lebih sabar ketika
kendala teknis seperti itu muncul pada saat melakukan pengurusan

administrasi kependudukan.

Kendala teknis seperti listrik yang padam juga dapat
memperlambat proses pelayanan tersebut. Karena e-Kios menggunakan
listrik sehingga ketika listrik padam berkas masyarakat yang akan
mengurus dapat ditinggal di kelurahan. Tetapi hal itu malah membuat
proses birokrasi yang semakin menyita banyak waktu dan proses yang

bertele - tele.
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Dalan ha pelayanan ini, masyarakat menila para petugas
Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan dalam melayani sudah baik. Karena
petugas kelurahan mengarahkan masyarakat yang sedang melakukan
pengurusan seperti contoh mengurus akte kelahiran yang dilakukan pada
mesin e-Kios. Petugas terlihat membantu proses masyarakat menggunakan
e-Kios. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan salah satu warga

yang melakukan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak;

“petugasnya baik mbak dia mengarahkan saya kalau saya tidak
tahu, namanya sudah tua kan susah untuk mengetahui yang kayak
?ri“rTi:AKalau tidak di arahkan ya tidak bisa mengoprasikan e-Kios
Sosidlisas para petugas mengenai e-Kios sendiri  kepada
masyarakat dirasa kurang. Masyarakat Keluarahan Jepara Kecamatan
Bubutan Surabaya yang akan melakukan pembuatan akta kelahiran
anaknya hampir semua mengatakan bahwa tidak tahu tentang adanya e-
Kios tesebut jika mereka tidak melakukan pengurusan administrasi
kependudukan. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena para birokrat harus

memberikan sosialisass mengenal keberadaan e-Kios yang membuat

pelayanan semakin cepat dan meminimalisir waktu yang dilakukan.

Selain pengurusan administrasi kependudukan, petugas kelurahan
juga melayani pengurusan surat keterangan miskin untuk masyarakat yang

membutuhkan. Pertama masyarakat harus memiliki surat pengantar dari

*Suyoto, Wawancara, K elurahan Jepara K ecamatan Bubutan Surabaya, Tanggal 2 agustus 2016
Pukul 13.00 WIB



69

RT dan RW yang menyatakan bahwa warga tersebut benar — benar tidak
mampu dan membutuhkan surat keterangan tersebut. Kemudian
menyerahkan dlip gaji untuk membuat surat keterangan miskin pada

kelurahan.

Dalam ha pelayanan mengurus surat keterangan tidak mampu ini
para petugas dirasa kurang memberikan penjelasan yang jelas terhadap
salah satu warga yang hendak mengurus, sehingga warga tersebut merasa
kebingungan. Hal ini yang membuat masyarakat berpandangan bahwa
kinerja birokrat Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan di anggap kurang
maksimal. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan salah satu
masyarakat yang sedang mengurus surat keterangan tidak mampu untuk

keringanan biaya pendidikan;

“orangnya kalau ngasih informasi kurang jelas dan bertele — tele
mbak, hari pertama itu saya sudah kesini kemudian dijelaskan
alurnya oleh petugas yang laki — laki. Kemudian hari kedua saya
membawa berkas yang diminta kepada petugas perempuan. Dan
ternyata masih ada yang kurang seperti formulir yang harus ditanda
tangani oleh ayah saya dengan materai 6000. Maksud saya kenapa
tidak sekalian sga waktu hari pertama sehingga tidak menyita
waktu gini. Baru hari ketiga saya dan ayah saya kesini kemudian
langsung jadi hari itu juga. “°

Ha - hal seperti ini sudah seharusnya diperhatikan oleh para
petugas agar tidak membuat bingung masyarakat. Informasi yang

diberikan harus jelas dan tidak bertele — tele. Karena petugas kelurahan

sebagai pemberi pelayanan sudah seharusnya bersikap baik dan

*Resti, Wawancara, Kelurahan Jepara K ecamatan Bubutan Surabaya, Tanggal 10 Mei 2016 Pukul
11.30WIB
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memberikan pelayanan yang baik pula terhadap masyarakat. Agar
masyarakat juga merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan di kantor
Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya.

Untuk meningkatkan pelayanan yang ada di Kelurahan Jepara
Kecamatan Bubutan Surabaya para petugas melakukan upaya — upaya
yang diharapkan dapat meringankan beban dan membantu masyarakatnya.
Dengan melakukan upaya — upaya tersebut Kinerja petugas menjadi lebih
baik pada pandangan masyarakat. Salah satu hal yang dilakukan oleh para
petugas untuk meningkatkan kinerjanya di Kelurahan Jepara Kecamatan
Bubutan Surabaya Bapak Tjahja Handadari selaku Lurah di Kelurahan
tersebut mengatakan bahwa;

“ upaya — upaya yang dilakukan kadang — kadang ada orang yang

tidak mampu itu kan ada fotokopi seperti surat keterangan miskin.

Kadang — kadang itu harus dilegalisir fotokopi itu untuk berobat.

Rumah sakit itu kadang meminta fotokopian itu. Jadi teman —

teman disini membantu untuk memfotokopikan. Soalnya kadang

buat fotokopi saja tidak ada.”®

Dengan upaya — upaya yang dilakukan para petugas kelurahan
seperti ini diharapkan sedikit banyaknya mampu merubah pandangan
masyarakat terhadap birokrat selamaini. Dan juga tujuan utamanya adalah

untuk membantu meringankan beban masyarakat yang tidak mampu.
Terkait dengan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) penilaian prestasi
kerja PNS merupakan suatu proses penilaian secara sistematis yang

dilakukan oleh peabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku

® Tjahja Handadari, Wawancara, K elurahan Jepara K ecamatan Bubutan Surabaya, 2 Agustus 2016
Pukul 13.30 WIB
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kerja PNS di atur dalam Pasal 1 ayat 2 PP No. 46 Tahun 2011. Tujuannya
adalah untuk mengevaluasi kinerja PNS yang dapat memberi petunjuk
bagi mangemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja
organisas secara keseluruhan. Penilaian prestas  kerja PNS
menggabungkan antara sasaran kerja pegawa dengan penilaian perilaku
kerja

Dari penelitian yang peneliti lakukan di Kelurahan Jepara
Kecamatan Bubutan Surabaya bahwa sebagian petugas kelurahan tersebut
tidak tahu nama untuk pengisian penilaian yang mereka berikan terhadap
teman atau atasan mereka. DP3 yang dirasa kurang subjektif dalam
menilai kinerja pegawai. Hal itu disebabkan penilaian prestasi kerja
pegawai menggunakan DP3 tidak didasarkan pada target tertentu. Karena
pengukuran dan penilaian prestasi kerjatidak didasarkan pada suatu target
tertentu, maka proses penilaian cenderung bersifat subjektif. Dalam hal
atasan langsung sebagai pejabat penilai, ia hanya sekedar menilai dan
belum tentu memberi klarifikasi dari hasil penilaian serta tindak lanjut
penilaian terhadap pegawai yang dinilai. Perbedaan DP3 dan SKP adalah
jika DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan,
sedangkan SKP lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam

setiap targetnya.

Setelah melakukan penelitian Iebih lanjut, diketahui bahwa para
petugas yang ada di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya ini

melakukan pengisian formulir SKP setigp tahun sekali. Sedangkan yang
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mereka isi setigp tiga bulan sekali adalah tes kompetensi. Setiap hari
mereka juga melakukan pengisian tugas yang telah mereka lakukan ke

dalam aplikasi e-Performance yang ada di Surabaya.

e-Performance adalah sistem informasi mangjemen kinerja dalam
rangka penilaian prestasi kinerja pegawai yang lebih objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif dan transparan, sehingga terwujud manaemen
pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier kerja Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Aplikas e
Performance ini dirancang sesuai dengan Peraturan Walikota No. 21
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada
Belanja Langsung kepada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota

Surabaya.’

Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk menekan angka
tindak pungli, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tunjangan
Kinerja PNS Pemerintah Kota Surabaya atau lebih dikenal dengan e-
Performance. Aplikasi ini di akses setiap hari oleh para PNS yang bekerja
di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya. Setigp hari mereka
melakukan pengisian terhadap kegiatan yang telah mereka lakukan hari
itu. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Sekretaris

Kelurahan yaitu Bapak Rifa’i;

“ setiap hari mengisi kegiatan yang sudah dilakukan mbak, ada
target setigp bulannya yang ada di e-Performance. Kalau tidak
memenuhi target harus mengis lagi yang belum di masukkan

"https://eperformance.surabaya.go.id/2016/
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sehingga target terpenuhi. Biasanya lupa para staff itu untuk

memasukkan ini kan untuk tambahan upah juga kemudian

penilaian.“®

Di daam aplikas e-Performance terdapat salah satu penilaian

untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut yaitu SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
dimana di dalam SKP tersebut terdapat 4 unsur yang dipaka untuk
melakukakan penilaian. Unsur — unsur yang dipakai tersebut adalah
sebagai berikut;

1. Kegiatan tugas jabatan harus mengacu kepada penetapan
KinerjalRKT instans masing-masing dan dijabarkan sesual
dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya
beserta uraian tugas yang dimiliki oleh masing-masing
tingkatan jabatan dari yang tertinggi hingga tingkatan tertendah

(Eselon I-V, JFU dan JFT).

Setiap petugas Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya
ini memiliki tugas masing — masing. Dimana mereka harus
bekerja sesual tugas yang mereka miliki dan bekerja dengan
penuh tanggung jawab. Tidak jarang mereka saling tolong —
menolong sesama petugas untuk mengerjakan tugas apabila
petugas tersebut memiliki banyak tugas atau sedang tidak ada

di kantor Kelurahan Jepara K ecamatan Bubutan Surabaya.

8 Rifa’i, Wawancara, Kelurahan Jepara K ecamatan Bubutan Surabaya, Tanggal 22 September
2016 Pukul 14.21 WIB
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2. Angka kredit merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai
oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier
yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang

akan dicapai.

Pada K elurahan Jepara K ecamatan Bubutan Surabaya tidak ada
angka kredit tetapi pada setiap kegiatan yang mereka lakukan
mereka memberikan poin tersendiri untuk para kasi dan
staffnya. Mereka memberi penilaian dari 10-50 untuk setiap

kegiatan yang mereka |l akukan.

3. Target merupakan rencana capaian kegiatan dari tugas jabatan
yang akan diwujudkan secara jelas sebagai ukuran prestasi
kerja. Target harus harus meliputi beberapa aspek seperti
kuantitas, kualitas, Waktu dan biaya. Kuantitas (Target Output)
dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket,
laporan, dan lain-lain. Kualitas (Target Kualitas) merupakan
mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai

paling tinggi 100 (seratus).

Di dalam pekerjaan setigp organisasi pasti memiliki target
tertentu. Begitu juga dengan Kelurahan Jepara Kecamatan
Bubutan Surabaya ini memiliki target dalam penyelesaian

tugasnya. Setiap bulan target penyelesaian yang sesuai dengan
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e-Performance adalah 10.080 sehingga para petugas harus

menyel esaikan dalam satu bulan target yang telah ditentukan.

4. Waktu (Target Waktu) merupakan jumlah waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misanya
bulanan, triwulan, kwartal, semester, dan tahunan. Biaya
(Target Biaya) biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan
juta, miliaran, dan lain-lain. Dalam hal biaya hanya diisi oleh
PNS yang secara langsung mempertanggungjawabkan biaya
kegiatan tersebut dalam hal ini PPK (Pgabat Pembuat

Komitmen).

Untuk waktu yang diperlukan dalam satu pelayanan adalah 5 —
10 menit paling lama satu hari jika pak lurah dan pak sekretaris
lurah tidak ada di kantor Kelurahan Jepara K ecamatan Bubutan
Surabaya. Kemudian untuk biaya pelayanan di Kelurahan ini
tidak dipungut biaya, tetapi masyarakat diminta untuk
memberikan donasi kepada PMI sebesar dua ribu lima ratus

rupiah.

Unsur — unsur yang terdapat dalam SKP tersebut merupakan unsur
yang harus ada dalam penilaian kerja pegawai. Dengan adanya unsur —
unsur tersebut diharapkan pekerjaan pegawai semakin terkontrol dan para

pegawai melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.
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Secara umum “tanggung jawab” sering dipahami sebagai “bentuk
sikap dan tindakan yang harus dilakukan termasuk resiko yang harus
diterimanya oleh seseorang karena kedudukan atau jabatannya dalam suatu
organisasi sesuai dengan kewenganga yang dimiliki”. Dengan demikian
“tanggung jawab” dalam kehidupan organisasi memiliki dua aspek yaitu
aspek tanggung jawab yang melekat pada seorang individu dan juga
tanggung jawab yang bersifat kelembagaan.® Sehingga sudah sepantasnya
jika para petugas Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya bekerja

dengan penuh tanggung jawab yang telah dimiliki masing — masing.

B. Faktor — Faktor Pendukung Kinerja Birokrat

Daam berbagai pelayanan yang diberikan Kelurahan Jepara
Kecamatan Bubutan Surabaya tidak |epas dari berbaga faktor pendukung
dan penghambat pelayanan birokrat tersebut. Dalam hal ini yang menjadi
faktor pendukung pelayanan tersebut pertama adalah dari fasilitas kantor.
Fasilitas yang menunjang pekerjaan para birokrat seperti komputer, ruang
kerja yang ber AC, kemudian e-Kios yang bermanfaat sekali bagi para
petugas keberadaanya karena mempercepat pekerjaan dan menghemat

waktu.
Kemudian yang kedua adal ah kerjasama antar para petugas. Hal ini
dinilai sangat berpengaruh bagi kinerja petugas tersebut. Dengan adanya

kerjasama yang baik antar petugas pelayanan yang diberikan akan semakin

° Bambang |stianto, Demokratisasi Birokrasi (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013),.165
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baik pula. Ha ini diperkuat dari hasil wawanacara dengan Bapak DF.

Rohmatullah selaku Kepala Seksi Pembangunan;

“ kerjasama antar birokratnya ya baik mbak, saling tolong -
menolong jika ada yang membutuhkan. Seperti jika ada
penyuluhan itu kalau ada yang tidak bisa ya yang bisa yang
menggantikan atau jika ada apel setiap hari senin itu tidak semua

hanya mewakili sgja. Sehingga pekerjaan yang sedang apel di

ambil alih petugas yang ada di Kelurahan Jepara untuk sementara.

Jika ada rapat atau diklat gitu bisa di gantian mbak. Sudah baik

mbak antar birokratnya.”*

Kerjasama antar sesama petugas memang sangat diperlukan di
dalam sebuah organisasi atau kelurahan seperti ini. Jika ada seseorang
yang bekerja tidak baik maka akan membuat penilaian yang kurang baik
bagi suatu organisas tersebut. Jadi kerjasama yang baik sangat diperlukan

di dalam suatu organisasi atau dalam konteks ini Kelurahan.

Kerjasama petugas Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan
Surabaya sudah cukup baik yaitu petugas saling bekerja sama dalam
memberikan pelayanan. Balk itu sesama rekan kerja maupun dengan
pimpinan. Apabila terdapat petugas yang tidak mengerti dalam
memberikan pelayanan pada Kantor Kelurahan maka terdapat petugas
lainnya yang bersedia membantu, hal tersebut untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat juga merasa senang dan
tidak merasa dirugikan waktu dan tenaga jika ada salah satu yang tidak

masuk dan yang lain tidak dapat menggantikan.

'DF Rohmatullah, Wawancara, K elurahan Jepara K ecamatan Bubutan Surabaya, Tanggal 10 Mei
2016 Pukul 10.30 WIB
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Faktor Kketiga, tentang kedisiplinan petugas Kelurahan Jepara
Kecamatan Bubutan Surabaya. Absensi yang digunakan di kelurahan ini
menggunakan Fingerprint. Sehingga petugas yang telat akan ketahuan.
Selama ini yang penéliti lihat kedisiplinan petugas sudah baik meskipun
ada satu dua orang yang terkadang terlambat beberapa menit untuk sampai
pada kantor kelurahan. Karena jika mereka telat beberapa menit akan
berpengaruh pada upah bulanan yang akan mereka terima nanti. Diketahui
jika petugas telat beberapa menit sgja akan mendapat potongan upah.
Sehingga petugas diharuskan datang pada tepat waktu dan juga agar

mereka semakin disiplin.

Faktor keempat adalah tentang bagaimana keramahan para petugas
kepada masyarakat sehingga di anggap baik oleh masyarakat sekitar. Hal
ini diperkuat dari hasil wawancara dengan lbu Liba yang pada saat itu

sedang mengurus SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu);

* sudah bagus mbak sudah jelas menjelaskannya meskipun
persyaratan yang diminta sulit tetapi petugasnya sudah baik.
Mereka suka bercanda meskipun nada bicaranya begitu tapi sudah
biasa sama orang — orang gitu mbak.” **

Pada saat itu diketahui jika Ibu Liba sudah memiliki dua anak dan
akan melahirkan anak ketiganya sehingga Ibu tersebut meminta SKTM
untuk biaya keringanan di Rumah Sakit nantinya. Petugas dengan nada
yang tinggi terkesan seperti memarahi jika Ibu Liba disuruh untuk tidak

memiliki anak lagi supayaini yang terakhir karena keadaan ekonomi yang

"'Liba, Wawancara, Kelurahan Jepara K ecamatan Bubutan Surabaya, Tanggal 8 Agustus 2016
Pukul 11.30 WIB
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susah, dikhawatirkan anaknya tidak dapat mendapatkan pendidikan dan
kesehatan yang baik nantinya. Tetapi karena Ibu Liba mengetahui bahwa
petugas berbicara seperti itu tidak serius sehingga tidak membuat penilaian

Ibu Libaterhadap petugas tersebut menjadi buruk.

Perilaku petugas kelurahan apabila dikaitkan dengan teori
behaviorisme teori tentang prilaku. Dimana yang diamati adalah perilaku
para petugas kelurahan dalam melayani masyarakat itu bagaimana.
Menurut Mead, behaviorisme sosia merujuk pada tingkat yang khas
manusia. Jadi, dalam pandangan behaviorisme sosial, konsep mendasarnya
adalah tindakan sosial (sosial act) yang juga mempertimbangkan aspek
tersembunyi perilaku manusia. Seperti behaviorisme radikal Watson,
behaviorisme sosidl Mead memulai telaahnya dengan tindakan individu
yang dapat diamati. Akan tetapi, tidak seperti behaviorisme radikal,
behaviorisme sosial  mengkonseptualisasiakan perilaku lebih luas,
termasuk aktivitas tersembunyi. Meskipun kehidupan kelompok pada
dasarnya merupakan kerjasama, ada perbedaan antara kerjasama antar
hewan dengan kerjasama antar manusia. Kerjasama manusia hanya bisa di
jelaskan bila kita mempertimbangkan proses yang memungkinkan manusia
memastikan tindakan orang lain, dan kemudian memungkinkan manusia

membuat responnya sendiri berdasarkan maksud orang lain tadi.*

“’Deddy, mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2004),65-66.
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Manusia selalu tampak bertingkah laku dengan cara yang kurang
lebih sama, meskipun dalam situasi yang berbeda.’® Hal ini sama seperti
para petugas kelurahan yang tampak bertingkah laku sama dengan cara
yang sama ketika memberikan pelayanan untuk masyarakat dengan cara
ramah terhadap masyarakat agar pelayanan yang diberikan terkesan baik.
Meskipun tidak semua petugas yang ada di Kelurahan Jepara Kecamatan
Bubutan Surabaya seperti itu tetapi kebanyakan melakukan hal itu dalam

melayani masyarakatnya.

Keramahan dalam melakukan pelayanan pada masyarakat memang
sangat dibutuhkan petugas Kelurahan jepara Kecamatan Bubutan
Surabaya. Hal itu akan membuat masyarakat yang melakukan pengurusan
juga merasa nyaman dan senang. Jika dibandingkan dengan pengurusan
yang para petugasnya tidak ramah, masyarakat akan merasa tidak tenang
dan terkesan takut untuk melakukan pengurusan. Sedangkan para petugas
sebagal pelayan masyarakat sudah seharusnya bersikap ramah terhadap
masyarakat yang akan melakukan pengurusan pada kantor kelurahan yang

adadi setiap kotadi Indonesiaini.

Kemudian perilaku mereka sebagian besar ditentukan oleh lembaga
— lembaga dan lingkungan masyarakat tempat mereka berada dan bekerja,
sehingga pengetahuan tentang lingkungan tersebut sangat esensial bagi
suatu penjelasan yang berarti tentang perilaku itu.** Dengan lingkungan

yang terkesan ramah para petugas berusaha agar menciptakan suasana

3 9P, Varma, Teori Politik Modern (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 74
14/ t:
Ibid.,76.
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yang nyaman untuk bekerja maupun bagi masyarakat yang akan

mel akukan suatu pelayanan di kantor tersebut.

Faktor - Faktor Penghambat Kinerja Birokrat

Faktor — faktor penghambat pelayanan di Keluarahan Jepara
Kecamatan Bubutan Surabaya yang pertama adalah masalah luas lahan
kelurahan tersebut yang belum memadai. Seperti pertama tidak adanya
ruang pertemuan yang dirasa diperlukan sekali untuk mengadakan rapat.
Rapat yang biasanya dilakukan pada malam hari di depan ruang pelayanan
umum. Meskipun terkadang memakai lantai dua untuk rapat tetapi tidak
mencukupi jika rapat diadakan dengan tokoh masyarakat dan perwakilan

masyarakat lainnya.

Kemudian yang kedua, lahan parkir yang kurang memadai.
Meskipun berada di jalan raya demak tidak membuat kelurahan tersebut
mempunyai luas yang cukup. Lahan parkir yang kurang membuat
masyarakat yang membawa mobil tidak dapat parkir di Kelurahan Jepara

K ecamatan Bubutan Surabaya.

Faktor yang ketiga, mengenai e-Kios yang terkadang layar
touchscreen nyatidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat proses
pelayanan. Kemudian mengenai jaringan internet yang terkadang terputus
hal itu juga tidak dapat diprediks kapan akan terputusnya sehingga

menghambat pekerjaan yang dilakukan oleh para petugas. Hal ini
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diperkuat dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Bapak
Zaina arifin;
“ satu minggu lalu saya kesini itu e-Kiosnya lagi eror mbak
sehingga berkas saya untuk mengurus akta kelahiran ditumpuk
kemudian petugasnya bilang nanti dihubungi, saya tunggu satu
minggu kok tidak dihubungi makanya sekarang saya kesini terus di
kasih kertas bukti. Itu pun harus nunggu satu minggu lagi kalau
tidak di antar oleh pos baru saya ke kantor pos menanyakan.”*®
Dengan adanya masalah seperti ini lah yang menghambat
masyarakat mendapat pelayanan dan juga para birokrat yang memberikan
pelayanan. Bisa jadi hal ini akan menimbulkan pandangan di masyarakat
tentang birokrasi yang masih sgja rumit dan menyita waktu lama. Padahal

e-Kios bertujuan untuk mempercepat pelayanan bukan malah

memperlambat pelayanan yang diberikan.

Faktor yang keempat adalah para petugas yang dirasa kurang
melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang seharusnya di lakukan di
kampung — kampung tempat mereka tinggal sehingga masyarakat masih
banyak yang sering bertanya ke kantor Kelurahan Jepara Kecamatan
Bubutan Surabaya contohnya terkait masalah e-Kios dan eKTP.
Penjelasan yang kurang jelas juga menjadi faktor penghambat pelayanan
masyarakat tersebut. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan salah
satu warga yang sedang mengurus akta kelahiran yang baru mengetahui

adanya e-Kios yaitu Bapak Nur Ali;

5Zainal Arifin, Wawancara, Kelurahan Jepara K ecamatan Bubutan Surabaya, Tanggal 8 Agustus
2016 Pukul 14.00 WIB
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‘ saya baru tahu adanya e-Kios ini mbak, kalau saya tidak
mengurus akta kelahiran anak saya pasti saya tidak tahu adanya
alat ini untuk mempermudah pelayanan. Dari petugasnya juga tidak

memberikan sosidlisasi  ketika e-Kios diluncurkan  oleh
pemerintah.”®
Seperti data yang di peroleh di atas, beberapa masyarakat

mengalami kendala ketika melakukan pelayanan di kantor Kelurahan

Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya. Untuk

lebih jelas dalam

menganalisa berikut adalah tabel yang menunjukkan kendala yang terjadi

pada K elurahan Jepara K ecamatan Bubutan Surabaya.

Tabel 4.1

Kendala yang dialami masyar akat ketika melakukan pelayanan

Informan Pelayanan Target Sesuai SOP | Target di Lapangan
10 menit di 2 Minggu pengurusan
Zaina Arifin, | Mengurusakta | Kelurahan, 1 pelayanan, karena e-
35 Tahun. kelahiran anak Minngu di antar Kios mengalami
oleh POS kendala
10 menit, 1 hari jika | 3 hari Pengurusan
Resti, Mengurus Lurah dan pelayanan, karena
19 Tahun. SKTM Sekretaris tidak di petugas kurang jelas
kantor Kelurahan memberikan informasi
Mengurus 10 menit, 1 hari jika | 2 hari pengurusan
Suwarni, stempel Lurah dan pelayanan, karena
51 Tahun. pernyataan Sekretaristidak di petugas kurang jelas
untuk beasiswa | kantor Kelurahan memberikan informasi
Mencari
informasi dan 10 menit K .
urang memberikan
Nyoto, mengurus surat | pengurusan . . .
. informasi terkait e-
47 Tahun. pengantar pelayanan di KTP
pembuatan e- Kelurahan
KTP

®Nur Ali, Wawancara, Kelurahan Jepara K ecamatan Bubutan Surabaya, Tanggal 8 Agustus 2016
Pukul 13.00 WIB
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Faktor — faktor tersebut yang merupakan faktor pendukung dan
penghambat pekerjaan petugas dalam melayani masyarakat Kelurahan
Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya. Meskipun kebanyakan faktor
tersebut adalah faktor teknis yang bukan dari para petugasnya, para
petugas harus tetap bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab agar

tercipta tata kepemerintahan yang baik atau Good Governance.

Dengan adanya faktor — faktor pendukung dan penghambat seperti
yang telah disebutkan para petugas diharapkan dapat memaksimalkan
potensi mereka dalam melayani masyarakat. Karena dengan melayani
masyarakat dengan baik dapat mengubah pandangan masyarakat tentang
birokrasi yang selama ini dipandang bertele — tele dan menyita banyak

waktu dan biaya.

Untuk retribusi yang di minta oleh kelurahan kepada masyarakat
sudah tidak ada. Kecuali ada dari pihak PMI (Palang Merah Indonesia)
yang meminta sumbangan dari masyarakat sekitar Kelurahan Jepara
Kecamatan Bubutan Surabaya. Tetapi retribus tersebut tidak bersifat
memaksa karena pihak kelurahan hanya menyodorkan pada masyarakat

yang dirasa mampu dalam hal ekonomi.

Ketika peneliti berada di kelurahan terlihat ada seorang lansia yang
memberikan uang kepada salah satu petugas setelah melakukan pelayanan
tetapi petugas tersebut tidak menerima uang yang diberikan. Hal — hal
seperti ini menunjukkan jika petugas di Kelurahan Jepara Kecamatan

Bubutan Surabaya sudah menjalankan peraturan yang berlaku yaitu
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pelayanan yang dilakukan di kelurahan tersebut sudah gratis atau tidak

dipungut biaya sama sekali.

Dari pendlitian yang telah dilakukan peneliti tidak melihat adanya
tindak KKN atau pungli pada petugas Kelurahan Jepara Kecamatan
Bubutan Surabaya tersebut. Hanya saja disana terdapat satu orang biro jasa
yang pekerjaanya membantu masyarakat untuk mengurus segala sesuatu
terkait kelurahan yang mungkin sgja orang yang bersangkutan tidak dapat
mengurus sendiri karena alasan kesibukan atau alasan pekerjaan yang

tidak dapat ditinggalkan.

Hal seperti ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang
tidak dapat melakukan pengurusan. Biro jasa ini bukan termasuk tindak
KKN (Korupsi Kolus Nepotisme) karena masyarakat sendiri yang
memaka jasa tersebut. Kecuali jika di kantor kelurahan tersebut
mengharuskan memakai biro jasa dan menentukan biayanya sendiri. Biaya
biro jasaini sukareladan tidak ditentukan. Masyarakat boleh memberikan
berapapun yang dianggap pantas untuk seorang biro jasa yang telah

membantu mereka dalam hal melakukan pengurusan tersebut.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dikatakan
bahwa petugas Kelurahan Jepara K ecamatan Bubutan Surabaya telah ikut
berpartisipasi dalam menerapkan program Pemerintah Kota Surabaya
dengan menerapkan konsep Good Governance dalam praktik kinerjanya

untuk membawa K ota Surabaya menuju Good Gover nance.
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Secara umum, Governance diartikan sebagai kualitas hubungan
antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya,
Governance mencakup 3 domain yaitu state (negara/pemerintahan),

private sector (sector swasta/dunia usaha) dan society (masyarakat).'’

Istilah ““governance” ‘tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai
suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan,
pengarahan pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan
pemerintahan. Maka dari itu konsep Good Governance sangat dibutuhkan
sekali dalam pemerintahan. Untuk mewujudkanya pun diperlukan kerja
sama yang baikagar segera terwujud pemerintahan yang baik dan yang
diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu di perlukan
kerjasama antar petugas kelurahan disini untuk menciptakan pemerintahan

yang baik di dalam pelayanannya.

Menurut Andi Faisal Bhakti, Good Governance berarti
penggawatan nila — nilai luhur dalam mengarahkan warga negara
(citizen) kepada masyarakat danpemerintahan yang suci dan damai. Dalam
konteks Indonesia substansi wacana Good Governance dapat dipadankan

dengan istilah pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa.*®

Wujud Good Governance: penyelenggaraan pemerintahan negara

yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien dengan menjaga

"Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa
Depan (Bandung : Refika Aditama, 2010), 270.

18 Bakti, Andi Faisal, Good Governance a Workable Solution for Indonesia (Jakarta: IAIN Jakarta
Press, 2000); MKD IAIN Sunan Ampel, Civic Education (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,
2011),121.
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kesinergian interaks yang konstruktif di antara domain negara, sector
wisata dan masayarakat. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah prinsip/
asas Good Gonernance kepemerintahan yang baik menurut peraturan
perundang — undangan. Berikut prinsip Good Governance menurut Bhatta,

gambir Tahun1966:°
1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Keterbukaan
4. Kepastian Hukum
5. Mangemen Kompetensi
6. Hak Asas Manusia

Jadi sudah seharusnya sebagai petugas yang baik harus turut serta
dadam menciptakan Surabaya menuju Good Governance agar
pemerintahan kota Surabaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Karena
Pemerintah Kota Surabaya sangat gencar sekali menerapkan konsep Good
Governance tersebut dalam setigp pemerintahannya. Kemudian dalam
program — program maupun terobosan — terobosan baru yang diciptakan
semua tidak lain adalah untuk mempercepat Kota Surabaya menuju Kota

yang senantiasa menjadi lebih baik dan menjadi panutan bagi kota — kota

“Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa
Depan (Bandung : Refika Aditama, 2010), 283.
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pemerintahannya.
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Indonesia dengan menerapkan konsep Good Governance dalam

Untuk lebih jelas dan mempermudah dalam menganaliasa hasil

penelitian yang telah dilakukan berikut adalah hasil analisa praktek

birokrasi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya dalam bentuk

tabel;
Tabel 4.2
Kinerja Birokrat Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan
dalam Persepsi Birokrat
No. Birokrat Per sepsi Kinerja
1. | TjahjaHandadari, Birokrat Sudah Menyelenggarakan
Lurah Kelurahan baik urusan
Jepara K ecamatan Saling membantu pemerintahan,
Bubutan antar birokrat pembangunan, dan
Surabaya e-Kios sangat kemasayarakatan
membantu Melaksanakan
pelayanan urusan pemerintah
Birokrat bekerja yang dilimpahkan
sesuai dengan oleh Kepal aDaerah
tugas masing —
masing
Biaya pengurusan
gratis
2. | Rifa’l, Sekretaris Birokrat sudah Sekretaris Lurah
Kelurahan Jepara baik mempunyai tugas
Kecamatan K erjasama antar mel aksanakan
Bubutan birokrat baik sebagian tugas
Surabaya Birokrat ramah Lurah di bidang
dalam melayani kesekretariatan
masyarakat
e-Kios sangat
membantu
3. | Endang Birokrat saling Pel aksanaan
Kusteningsih, tolong menolong koordinasi

Staff
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Birokrat bersikap
ramah

penyusunan rencana
program anggaran

K erjasama antar dan laporan
birokrat baik kelurahan
Membantu
melayani
administrasi
kependudukan
Tatik Herawati, e- Kios sangat Melaksanakan
Kas membantu dan sebagian tugas
Pemerintahan mempermudah Lurah di bidang
pelayanan pemerintahan
e- Kios Melayani
mempersingkat administrasi
waktu pelayanan kependudukan
Pelayanan yang Pel aksanaan
diberikan menjadi pengawasan dan
lebih maksimal pengendalian
dibidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban umum
Siti Anisah, Staff e- Kios sangat Melayani
membantu adminstrasi
Pelayanan kependudukan
semakin efektif Pelaksanaan
dan efisien rencana program
dan petunjuk teknis
dibidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban umum
Rohana Usman, Kerjasama antar Melaksanakan
Kas Kesra birokrat sudah sebagian tugas
baik Lurah di bidang
Saling membantu kesgjahteraan
antar birokrat rakyat
Melayani
pembuatan SKTM
Mengontrol
pembagian raskin
setiap bulan
Mengontrol
pembagian

makanan untuk
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manula
7. | DF. Rahmatullah, Kerjasama antar Mempunyai tugas
Kas birokrat sudah mel aksanakan
Pembangunan baik sebagian tugas
Saling membantu Lurah di bidang
antar birokrat pembangunan.
maupun Memantau
masyarakat pembangunan yang
Bekerja sesual ada di wilayah
tugas masing — Kelurahan
masing

Kemudian penelitian juga dilakukan kepada masyarakat selaku

penerima pelayanan untuk mengetahui bagaimana kinerja birokrat di

Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya. Untuk lebih jelas dan

mempermudah dalam menganaliasa hasil penelitian yang telah dilakukan

berikut adalah hasil analisa praktek birokrasi di

K ecamatan Bubutan Surabaya dalam bentuk tabel;

Tabel 4.3

Kelurahan Jepara

Kinerja Birokrat Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan

dalam Persepsi Masyar akat

No. Informan Per sepsi Pelayanan
1. | NurAli, Petugas baik, Pelayanan
29tahun. mengarahkan administrasi
Mengurus Akta penggunaan e-Kios kependudukan
Kelahiran anak Baru mengetahui pada Kas
adanya e-Kios ketika Pemerintahan
melakukan pelayanan
2. | Zaind Arifin, 35 e-Kios mengalami Pelayanan
tahun. Mengurus Kendaa administrasi
aktakelahiran Petugas kurang kependudukan
anak memberikan informasi | pada Staff
Pemerintahan
3. | Resti, 19 tahun. Petugas kurang jelas Pelayanan
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Mengurus dalam memberikan SKTM pada
SKTM informasi Kas
K esgjahteraan
M asyarakat
4. | llham, 21 tahun. Kurang memberikan Pelayanan
Mencari sosisalisasi eKTP administrasi
informasi e-KTP kepada masyarakat kependudukan
pada Staff
Pemerintahan
5. | Waryadi, 31 Petugas baik dalam Pelayanan
tahun. Mengurus melayani administras
surat kematian Sudah mengetahui kependudukan
adanya e-Kios pada staff
e-Kios sangat Pemerintahan
membantu
6. | Kustiah, 43 Tidak ada kendala Pelayanan
tahun. Membuat Petugas ramah dalam SKTM pada
surat pengantar melayani Kas
ditujukan untuk dengan orang tuna netra | Masyarakat
mensos
7. | Prasetyaningtias, Petugas baik dalam Pelayanan
36 tahun. melayani SKTM pada
Mengurus SKTM langsung jadi Kasi
perpanjangan hari itu juga Kesgjahteraan
SKTM Masyarakat
8. | M. Bgjuri, 56 Tidak ada kendala Pelayanan
tahun. Sekretaris setiap melakukan administrasi
RW 07 pengurusan kependudukan
K erjasama petugas pada Kasi
sudah baik Pemerintahan
9. | Liba, 29 tahun. Petugas baik dalam Pelayanan
Mengurus melayani SKTM pada
SKTM Persyaratan banyak Kas
Petugas jelas dalam Kesgjahteraan
memberi informasi Masyarakat
10. | Dakir, 23 tahun. Petugas baik dalam Pelayanan
Membuat kartu memberikan pelayanan | administras
keluarga baru Jelas dalam kependudukan
memberikan informasi | pada staff
Sekretaris
11. | Panisah, 70 Petugas baik dan ramah | Bertanya pada
tahun. Mengurus dalam melayani Kas
surat keterangan K esgjahteraan

e-KTP hilang

M asyarakat
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12. | Suyoto, 50 Petugas sudah baik Pelayanan
tahun. Ketua RT dalam melayani administrasi
10 RW 05 Tidak adakendala kependudukan
padaKas
Pemerintahan
13. | Suwarni, 51 Petugas Bertanya pada
tahun. Mengurus membingungkan ketika | Kasi
stempel memberikan informasi | Kesgjahteraan
pernyataan untuk Masyarakat
beasiswa
14. | Habib, 48 tahun. Petugas baik dalam Pelayanan
Biro Jasa melayani administrasi
Biro jasa diperbolehkan | kependudukan
untuk membantu warga | pada Staff
yang kesulitan Pemerintahan
mengatur waktu
15. | Nyoto, 47 tahun. Kurang memberikan Pelayanan
Mencari sosidisas terkait e- administrasi
informasi e-KTP KTPpada masyarakat kependudukan
pada Kasi

Pemerintahan




